BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG UNDIAN BERHADIAH DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Undian Berhadiah
1. Perspektif Hukum Islam
a. Pengertian Undian Berhadiah
Undian menurut bahasa adalak-sahm(bagian) atatAn-nasib
(andil, nasib). Undian berasal dari kata undi yaitu sesuatu yang
dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti kinenentukan
siapa yang berhak atas sesuatu, siapa yang bedatdaitu) jadi undian
berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya, undiang

memberikan hadiah bagi pemenangnya.

Menurut Ibrahim Hosen adalah salah satu cara untuk
menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kesiaan dan
kegiatan sosidl. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, undian
berhadiah adalah para peserta membeli kupon sef@rgagoolar)
atau 1000 dirham. Kadang-kadang seseorang meneldt dlari satu
kupon, semakain banyak yang membeli maka kesempakam

semakin banyak peluang untuk memperoleh hadiahrsgperti

1. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Yogyata: PT. Al-Munawwir
Krapyak. 1984, him 1194

2. lbrahim Hosen, Ma Huwa Al-Maisir, Jakarta: 11€287, him. 44.
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mercedes benz, 1 kg emas atau barang-barang bedaargya yang
membuat orang tertarik, pada waktu-waktu tertenttmenang
ditentukan dengan cara undfn.

Ada juga yang menggunakan model lain seperti seloilad
(depart stor¢ yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang
belanja seharga Rp. 100.000,- memperoleh sebuals kpada waktu-
waktu tertentu karcis tersebut diundi kemudian grgang nomor
karcisnya keluar akan memperoleh hadiah sesuai tgdaty dijanjikan,
biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undiaartiépi dilakukan
untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja poko

tersebut.

Hal-hal seperti di atas sering kita jumpai, sepdrtbioskop-
bioskop, taman hiburan, kolam pemancingan, perasah@kok,
sabun, pasta gigi dan benda-benda lainnya. Dissbutbangan
berhadiah karena bagi pemenangnya (yang tepat ngajorakan
memperoleh hadiah dari pihak penyelenggara, disphbilg undian
harapan karena hadiah yang diharapkan itu penemtaamelalui

undian.

Ahmad Sukarti sebagaimana dikutip Ali Hasan dalarkubya
masail fighiyah berpendapat bahwa lotre bukan merupakan judi

karena bertujuan untuk menghimpun dana yang aksumdtiangkan

3. Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid Terj. Abdul Hayyi Al-Khatami dkk,
Jakarta: Gema Insane Press, 2002, Cet Ke-1, hign. 49
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untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaanaupah unsur
negatifnya ada tetapi sangat kecil bila dibandingkanfaatnya.
Adapun perbedaan yang mendasar antara pengetrtiarsézara
umum dengan undian yang berkembang saat ini atialava lotre di
dalamnya terdapat unsur judi yang diharamkanuyaiénang kalah
atau untung rugi, sedangkan di dalam undian beshadiang
berkembang sekarang, tidak terdapat unsur rugi ydihgramkan
sebagaimana dalam judi, dalam undian berhadiak &da pihak yang
dirugikan sehingga tidak ada istilah pihak yangisaemakan harta

pihak yang lain secara tidak sah.

Undian merupakan suatu kebiasaan yang sudah beskjlak
dahulu, jauh sebelum datangnya agama islam. Tagianntang
berlaku pada masa jahiliyyah itu orang yang melakulindian untuk
manantukan nasib baik atau buruk seseorang séataikian didepan

berhala-berhala mereka.

Dalam dunia perdagangan dewasa ini, banyak pulabela
barang dengan sistem kupon berhadiah untuk kepgamtipromosi
barang dagangannyeDengan maksud agar konsumen tertarik dengan

barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha (produsenyeperti yang

4. Ali Hasan, Masa'il Fighiyyah, zakat, Pajak, Asusi dan Lembaga Keuangan, Jakarta:
PT Raja Grafindo persada, 1997, Edisi 1,2, him. 103

5. Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Figihmislakarta: PT Raja Grafindo Persansa,
1994, him 78.
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terjadi fenomena maraknya undian SMS berhadiah loliikedia

elektronik maupun media cetak.

SMS Sort Message Serviceaadalah suatu model pengiriman
SMS mengenai berbagai masalah tertentu yang diskstegan janji
pemberian hadiah, baik melalui undian maupun akasaujumlah
(frekwensi) menurut pengiriman SMS yang paling dgingraktek
undian berhadiah mensyaratkan pesertanya untuk m@mtbiaya
tertentu, baik langsung maupun tidak langsung siepayar melalui
pulsatelephone premium calldiatas biaya rata-rata) dimana pihak
penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertdatu para
peserta, kemudian uang diambilkan dari jumlah wamy terkumpul

dari pemasukapremium caliitu.’

Adapun aktivitas dalam undian berhadiah melibatkaihal

sebagai berikut :

* Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembagstaswang

legal mendapatkan izin dari pemerintah.

» Para penyumbang, yakni orang-orang yang membebtrkdengan

mengharapkan hadiah.

Sedangkan kegiatan pihak penyelenggara undian kupon

berhadiah adalah sebagai berikut :

6. http://www.agnezzone. Blogs.com/2009/12/fencenemdian dan kuis SMS dalam, Html.
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* Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungs
pengedaran kupon adalah dapat dihitng dana yaregaligh dari

para penyumbang.

« Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiaambil

dari sebagian hasil dana yang diperoleh.

* Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai demganana
yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadim biaya

operasional.

Dalam hal ini pengertian dari undian sama dengarggrian
SMS undian berhadiah karena mempunyai praktek ywmga dan
tujuan yang sama pula dimana pada SMS undian hbathad
menggunakan cara mengumpulkan dana dari konsumeok un
dikumulatifkan kemudian diambil dari jumlah yangb@nyak untuk
mendapatkan hadiah, jadi undian atau SMS berhadalah tiap-tiap
kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untudkangang telah
memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut sertampeeoleh hadiah
berupa uang atau benda yang akan diberikan kepadgpserta yang

ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi.

Undian dilakukan dengan beberapa cara antaradairgan cara
menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentukuntarangsang

dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupdygrikian

7. Hendi Suhendi, Figih Mu’amalah, Jakarta: PTaRajafindo Persada, 2008, him. 318.
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hadiah-hadiah, hadiah ini biasanya diundi di depataries dan dibuka
untuk umum, siapa saja yang nomornya tepat akandapatkan

hadiah tersebut.

b. Bentuk-bentuk Undian Berhadiah
1) Bentuk undian yang diperbolehkan

Undian yang diperbolehkan yaitu seperti ketika sébtoko
menyelenggarakan undian berhadiah bagi pelanggabgieyang
nilai total belanjanya mencapai Rp. 50.000,- dengaji hadiah
seperti itu, toko bisa menyedot pembeli lebih hesaisalnya
2 milyar rupiah dalam setahun. Pertambahan keuatuirg bukan
karena adanya kotribusi dari pelanggan/pembeligalsyarat ikut

undian, melainkan dari bertambahnya jumlah mereka.

Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah
dipersiapkan dananya dan meskipun pihak toko tidekdapatkan
keuntungan yang lebih, hadiah tetap diberikan maldam
masalah ini tidaklah disebut sebagai perjudian rare
konsumen/pembeli sama sekali tidak dirugikan dimaasang
belanja yang mereka dapatkan dengan uang itu messoanding
dengan harganya.

Sedangkan menurut figh Madzab Syafi'i terdapat Ianma

taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam Yaitu:

8. Hendi Suhendi, Ibid., him. 320.
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1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang
dipertaruhkan adalah pihak ketiga;
2. Taruhan yang bersifat sepihak; dan
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebingale
ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau
memberikan sesuatu kepada yang menang, akan ¢atapni
harus dengamukhallil (yang menghalalkan).
2) Bentuk undian yang dilarang
Praktek undian berhadiah yang dilarang adalah uandia
berhadiah yang mensyaratkan peserta untuk memblaigya
tertentu, baik langsung maupun tidak langsung Sepebayar
melalui pulsa, telephone premium call (diatas thréfsa) dimana
pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uatenterdari
para peserta, lalu hadiah diambilkan dari sejumiahg yang
terkumpul dari pemasukan premium call itu, makatermasuk
kategori judi dan undian seperti ini haram hukummeski diberi
nama apapun letak judinya terlihat pada harga Vel dari tarif
SMS bisa misalnya jika biaya mengirim SMS reguldalah rata-
rata Rp. 350,- namun karena digunakan untuk meng1S kuis
tertentu maka harganya menjadi Rp. 1000,- bahkdih le
tergantung pihak penyelenggara kuis.
Bila pihak provider mengambil Rp. 350 per/SMS maka

keuntungannya adalah Rp. 650- angka ini biasarlyagdR antara
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pihak penyelenggara dengarovider masing-masing 50%, maka
keuntungan penyelenggara kuis SMS adalah Rp. Bi#ta,peserta
kuis SMS ini jumlahnya mencapai lima juta orang &ak
keuntungan  bersih  penyelenggara kuis SMS adalah
Rp. 1.625.000.000,- uang sejumah ini bisa membebelapa
mobil kijag dan beberapa sepeda motor, kemudiantd grang
peserta SMS itu, tidak mendapat apa-apa dari R@0,10G/ang
mereka keluarkan, karena yang dengan hanya beberapg saja.

Ini adalah sebuah perjudian massal yang melibabkata orang
ditempat berjauhan.

Bentuk lain dalam undian yaitu yang biasa diselerigdn
“kupon berhadiah” dimana dalam hal ini jenis iniromakan satu
jenis judi. Oleh karena itu, tidak selayaknya oramgng yang
menyelenggarakan kupon semacam ini menggampangkaserya
berkedok yayasan, kebajikan atau amal-amal kemearusi
lainnya®

Orang-orang yang memperbolehkan kupon berhadiabaten
modus tersebut sama saja dengan mereka yang meuigamp
dana amal atau sumbangan kemanusiaan lewat péwanjarian
yang diharamkan, seperti tari erotis, tari yang goembar aurat

dan yang menonton membayarnya. Maka mereka yarsgimstar

9. Yusuf Qardhawi, Figih Hiburan, Terj. Dimas Halsaymh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2005, him. 65.

28



pada cara-cara di atas, secara tidak langsung teknvonis
bahwa potensi kebajikan, benih kedermawanan danarsgan
welas asih telah mati di tengah-tengah masyarakat.
c. Istinbath Hukum
Undian berhadiah menjadi haram jika terdapat upsdiryaitu
ada harta yang dipertaruhkan, dan undian berhagligh bias
mengandung unsur judi tetapi bisa pula tidak, setamahan yang
sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agdemgan beberapa
kemungkinan sepertt*
1. Harga produk menjadi naik dengan adanya undian.
Yaitu apabila sebuah perusahaan menyelenggarakdianupada
produk A tapi dengan adanya undian tersebut hargdug A
bertambah atau mungkin harga tetap tetapi kuantdas
kualitasnya dikurangi hinngga tidak sesuai harganya
2. Harga barang tidak naik.
Kebanyakan undian berhadiah memang tidak diseraiaikan
harga produk. Undian tersebut hanya usaha persiasirodusen
untuk meningkatkan daya beli konsumen. Menurut ByHiau
Utsaimin mengikuti undian semacam in adalah boselbab saat

pembeli produk yang terdapat dalam undian tersgimoiah uang

10 . Yusuf Qardhawi, Ibid., him. 66.

11. Kupon-Undian-Berhadiah-Termasuk-Judi?http:wwanisalah.or.id.htm.
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yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilaingag@ang
dibeli, menang atau kalah pembeli tidak dirugikan.

Pada dasarnya menumsjara’ undian hukumnya adalahubah
(boleh) untuk menentukan satu orang yang akan npatikkn hak dari
sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetik meungkin
semuanya mendapatkan hak tersebut.

Sedangkan Menurut Imam Al-Qurthubi, mengutip ucajtemu
al-‘Araby bahwa undianqgyur’ah) terjadi dalam tiga peristiwa pada
masa Nabi Muhammad SAW. Yaitu:

a). Nabi Muhammad mengundi istri-istrinya, peristivini terjadi
ketika Nabi Muhammad akan bepergian dan mengunah satu

istrinya untuk ikut dalam perjalanan.

b). Bahwa pernah ada yang sakit menjelang matinksduy
membebaskan 6 orang budak yang dimiliknya, paddiaatidak
punya harta lain kecuali 6 orang budak itu, maksuRdlah SAW.

malakukan undian untuk menentukan siapa yang labbetbaskan.

c). Ada dua orang laki-laki yang mengadukan perkgmakepada
Rasulullah SAW. Yaitu masalah warisan berupa hgatey sudah
tidak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yarpak, maka
Rasulullah  SAW. Memerintahkan keduanya untuk medaku
undian, dan yang namanya keluar berarti dialah yaerbak atas

warisan itu.
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Kesimpulannya, hukum mengikuti undian adalah balehgan
syarat harga produk yang dibeli tidak naik lantaagia undian dan
tujuan pembeli barang tersebut memang karena Kedutuartinya
dalam hal ini tidak ada undianpun barang tersedtaptmasuk dalam

daftar barang yang akan dibeli.

Untuk menentukan sebuah undian uang diperbolehkalal)
dan yang tidak diperbolehkan (haram) harus dildei fakta undian

secara teliti dengan beberapa kaidah sebagai beriku

- Undian yang halal (boleh) adalah undian yang am@mmurni
untuk menentukan satu orang yang akan memperolkhdha
sejumlah orang yang juga berhak dan di dalamnyk tadla unsur
taruhan materi, juga tidak ada pihak yang menamgydag kalah,
dimana yang menang mengambil meter dari yang kalah

- Undian yang haram (dilarang) adalah yang menidjian dari
aktivitas judi, yaitu berupa permainan untuk meokah pihak
yang kalah, di dalamnya ada unsur taruhan dan #Gk [yang
menang yang mengambil materi dari yang kalah.

2. Perspektif Hukum Positif
a. Pengertian Undian Berhadiah
Akhir-akhir ini  kementrian komunikasi dan informasi

(KEMENKOMINFO) mengaku cukup banyak menerima kelulokri

sebagian warga masyarakat terhadap kualitas lay@tekomunikasi

yang cenderung sangat fluktuatif, baik melalui cadintre, SMS,
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e-Mail maupun surat tertulis secara fisik langsaag@ sepuluh jenis
keluhan atau pengaduan yang paling banyak mulaiiarnsistensi

antara tarif promosi yang ditawarkan dengan reg@aggilan terputus
antar jaringan, pesan SMS dalam bentuk promosi damtu

perusahaan tertentu secara berulang, hingga tsrgerupulsa pra
bayar tidak hanya karer@ut going SMSlan voice tetapi juga oleh
incomingSMS darvoice™?

Pemerintah melalui KEMENKOMINFO telah melakukan
rekapitulasi dan hasil catatan kuantitatif keluhamg disampaikan
oleh sejumlah warga masyarakat. Ada 10 point kelumasyarakat
yang berhasil dikumpulkan yaitt?:

1. Inkonsistensi, yaitu ketidaksesuaian antaraf taromosi yang
ditawarkan oleh operator dengan realita;

2. Panggilan terputus antar jaringan; dan

3. Tergerusnya pulsa prabayar dikarenakan SMS daoneipasuk
(incioming tak hanya karena SMS dan telp keluart(going;

4. Panggilaron-net(dalam sesama jaringan terputus);

5. Pesan SPAM, melalui SMS dalam bentuk promosi desuatu
perusahaan tertentu secra berulang-ulang;

6. Munculnya pesamiss callyang anehnya tertera nama sendernya

adalah nama suatu bank tertentu;

12. http://community.um.ac.id/showtread.php?98P8&Motongan Pulsa Siluman Jadi
13. www.suaramedia.com
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7. Minimnya publikasi tertentu berlaku dan respon apmrterhadap

keluhan pelanggan yang disampaikan di media cetalod-line.

b. Bentuk-bentuk Undian Berhadiah

Bentuk-bentuk dan macam-macam undian berhadia #4la

1. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undiamg y

diselenggarakan dengan menjual kupon undian yangaha
minimalnya telah ditetapkan terlebih dahulu (Pa%alAyat 3

Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005);

. Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yasejafiggarakan

secara Cuma-Cuma dan digabungkan/dikaitkan dengebugtan
lain (Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Sosial R.I.

No. 13/Huk/2005);

. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan @ajualan

barang atau jasa yang dijadikan sebagai syarat autamuk
mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupampsi
langsung atau tidak langsung (Pasal 1 Ayat 5 Pamatienteri
Sosial R.I. No. 13/Huk/2005);

Undian langsung adalah undian yang penentuan pe&mena
hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diuradiand waktu

tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketalepiert dengan

14. http://www.Putu-Kusuma.Blogspot.Com/2007/08/ iDpTentang Penyelenggaraan

Undian.Html
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cara menggosok atau mengerik atau cara lain (Pas®yat 6
Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005);

5. Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan
pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupansarana
undian lainnya dalam waktu tertentu (Pasal 1 Aya®eraturan
Menteri Sosial R.I. No. 13/Huk/2005).

c. Dasar Hukum Positif

Undian berhadiah memang dipandang oleh pelaku ssiegai
sarana promosi dan penawaran yang sangat efekdimdeenarik
calon konsumen/pembeli untuk memperoleh produkiiguntungan
yang ditawarkan adalah konsumen memperoleh nil&artuyang
dibayarkannya.

Salah satu contoh ketika membeli suatu produk releik
seharga Rp. 100.000,- berpeluang mendapat procthiatean lain atau
sejumlah uang jika memenangkan undian. Kepadgpgetismmenangnya
akan dikenakan syarat lain berupa tanggungan pajaira 5 %-25%
yang harus dibayar secara tunai atau diambil ddai madiah.
Kewajiban untuk membayar pajak inilah yang serijgdikan modus
penipuan dengan memanfaatkan ketidaktahuan atasndadian
konsumen/pemenang undian.

Larangan lainnya ketika pihak penyelenggara yangpkti
melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu ¢iganrgikan, tidak

mengumumkan hasilnya melalui media massa, memipetilealiah
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yang tidak sessuai dengan yang dijanjikan dan naertggadiah yang
tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
Dalam hal ini secara tegas sudah dinyatakan dalasal PL4
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkéiwa
pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ataygagaditujukan
untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah uelzra
undian, dilarang untuk?®
a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batasuwwakig telah
dijanjikan;

b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa,;

c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikian

d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilaiiahagang
dijanjikan.

Pelanggaran dalam pasal ini termasuk pelangganat kerena
kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidanaraggbng lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rj9®2000.000 (dua
milyar).

Pemberian sanksi pidana ini dapat ditambah lagiumah
berupa perampasan barang tertentu, pengumumanukapubakim,

pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiaéatetu yang

15 . Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentangir®lerhgan Konsumen, Bandung:
Citra Umbara, 2008, him. 11.
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menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajipanarikan
barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Dengan demikian proses penyelenggaraan undian diabha
harus dilakukan dengan transparan dan melibatkarsukoen lain
untuk mengawasi dengan tujuan agar pihak pelakinausangat
berhati-hati dalam menyelenggarakan undian berhadidan
penyelenggaraan undian tersebut, baik pemberitahuan
penyelenggaraannya maupun hasil atau pemenangpga dietahui
oleh masyarakat luas, serta mengantisipasi agak titimanfaatkan
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab danngambil

keuntungan dalam program undian tersebut.

B. Perlindungan Konsumen
a. Pengertian Perlindungan Komsumen
Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalaad fasyat 1 UU.
No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumenituDgstulis bahwa
perlindungan konsumen adalah segala upaya yangamgnjadanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepamlzgslkmen. Dan
ayat 2 juga dijelaskan tentang pengertian konsutaesendiri yaitu setiap

orang pemakai barang dan atau jasa yang terseldia daasyarakat, baik
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bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang,lamaupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangktn.

Istilah konsumen berasal dari bahasa ingg@orisummeér yang
berarti pemakai’ Secara harfiah pengertian konsumen adalah sesgoran
yang membeli barang ataun menggunakan jasa ataoraag atau
perusahaan yang membeli barang tertentu atau meakgu jasa
tertentu'® Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiaaukoen
adalah pemakai barang hasil produksi yang berugsmhapakaian,
makanan, dan sebagainya.

Adapun definisi konsumen sebagaimana disebutkaand&letentuan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiapgopemakai
barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarbki# bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, praumakhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkh.

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Masution
adalah Bagian dari Hukum Konsumen yang keselurdsas-asas dan

kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mehgsg sifat yang

16. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tdl@89, Bandung: Citra Umbara,
2008, him. 2.

17. Rahmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, CeJakarta: Djambatan, 2000,
him. 200.

18 . AZ., Nasutiaon, Konsumen dan Hukum, Jakantatdka Sinar Harapan, 1995, him. 69.

19. DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hiislakarta : Balai Pustaka, 2001,
him. 590.

20. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang iartigan Konsumen, Jakarta: Sinar
Grafika, 1999, him. 2.
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melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindung@amsumen juga

dapat diartikan sebagai istilah yang dipakai untmenggambarkan

perlindungan hukum yang diberikan pada konsumemndalisahanya

untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapatugikan

konsumen itu sendiri. Sedangkan Hukum Konsumenahdieseluruhan

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatungpath dan masalah

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitanagkelbgrang dan atau jasa

konsumen di dalam pergaulan hidup. Perlindungarsltmen merupakan

masalah kepentingan manusia, oleh karenanya mehjadipan bagi

semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannyawupdkan

perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubunggindoaensi yang

satu sama lain mempunyai keterkaitan dan salingrg@htungan antara

konsumen, pengusaha dan pemerintah.

Adapun pengaturan perlindungan konsumen dilakukagah :

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yaeggandung unsur
keterbukaan akses dan informasi, serta menjamiaskiem hukum.

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususiaya kepentingan
seluruh pelaku usaha

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen daktek usaha yang

menipu dan menyesatkan
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e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan atpeny
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang penigan pada
bidang-bidang laifi*

Perundang-undangan Australfanerumuskan konsumen adalah setiap
orang mendapatkan barang atau jasa tertentu ddmmyga maksimum
A$. 15.000 atau kalau harganya melebihi jumlah ltatang atau jasa
tersebut umumnya adlah digunakan untuk keperluidagtr

Pernyataan tidak diperdagangkan yang disebutkaanmdalengertian
konsumen diatas, menurut Gunawan Wijaya, yang dothkadalah
konsumen akhif? yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatusro

Sementara itu, berbagai studi yang dilakukan btnkaidengan
perlindungan konsumen telah berhasil membuat bataséang konsumen
akhir, antara lain :

a. Pemakai akhir dari barang atau yang digunakan uthtulsendiri atau
orang lain dan untuk tidak diperjualbelikan.

b. Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam ra&ayarbagi
keperluan diri sendiri atau keluarga atau orang Gan tidak untuk

diperdagangkan kembali.

21. Husni Syawali, Hukum Perlindungan Konsumen,dBaug: Bandar Maju, 2000, him. 7.

22. AZ., Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen &ua¢ngantar, Jakarta: CV. Bina
llmu, 1995, him. 11-12

23. Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum TentangiRingan Konsumen, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2000, him 10.
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c. Setiap orang atau keluarga yang mendapat barands diftakai dan
tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian-pengertian diatas atau batasarsdnatéentang tuk
dipakai dan tidak untuk diperdagangk4hkonsumen seperti diutarakan di
atas, pengertian konsumen dlam hal ini akan dikasikan kepada
pembeli.

b. Syarat-syarat Konsumen

Dalam jual beli agar terpennuhi tujuan semula yaittara penjual dan
pembeli tidak merasa saling dirugikan, tetapi justrereka merasa saling
diuntungkan.

Adapun rukun jual beli adalah pembeli yang harusnereuhi syarat
sebagai berikut :

1. Aqil (beraka)

Mengenai syaratdqil” bagi aqid adalah logis. Karena hanya orang
yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakragnsaksi jual
beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yahgnb@hu apa-apa
dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transplkdi beli tanpa
kontrol orangtua, karena akan menimbbulkan barbkgsilitan dan
akibat-akibat buruk seperti penipuan dan lain saigg?°

2. Tamyis

24. AZ., Nasution, Op.Cit., him 71.

25. Hamzah Ya'kub, Kode Etik Dagang Menurut IslaemBung: CV. Diponegoro, 1984,
him. 79.
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Demikian pula syarat tamyis (dapat membedakanjagaebpertanda
kesadaran, juga dapat diterima karena munasabajanieenyataan
(logis) seperti diutarakan diatas.

Sehubungan dengan ini, para mujtahidain dengarumggy masing-
masing mengemukakan logika hukum yang menjadi gggamasing-
masing madzhab. Golongan Syafi'iyyah mengemukalempat orang
yang tidak sah jual belinya, yaitu anak kecil, bggng mumayyis
maupun yang belum mumayyis, orang gila, hamba sahagaupun
mukallaf dan orang buta. Apabila salah satu dapatrorang tersebut,
maka transaksinya batal danm dia harus mengembaltiteang atau
pembayaran yang masih menjadi tanggungafhya.

Sedangkan golongan hanabilah mengemukakan tentmyas jual

beli anak kecil walaupun belum mumayyis dan tanjpa @rang

tua/walinya pada barang-barang yang remeh (rendsdtitdsnya).

Demikian juga kepada orang yang lemah akal, satsdksinya tanpa
ijin orang tua/walinya pada barang remeh, sepeetinbeli korek api.
Adapun terhadap barang yang banyak dan berhadgd, $ah jual bel
anak kecil yang mumayyis dan orang tolol sah jualpe dengan
seijin orang tua/walinya, tetapi wali dilarang migngan tanpa

memperhitungkan kemaslahatannya.

26. Hamzah Ya’kub, Ibid., him. 80
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Memperhatikan sejumlah pandangan fugaha, makandalasalah ini
dapat digaris bawahi pendapat yang kuat, bahwabeilalanak kecil
yang mumayyis itu sah, karena pada prinsipnyalgeklitu halal.

3. Mukhtar
Berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an surah an-Nisaatg9 dari hadist
yang mengemukakan prinsip rela, maka setiap pilagk ynelakukan
transaksi disyaratkan mukhtar, yaitu bebas melakukansaksi jual
beli lepas dari paksaan dan tekanan. Prinsip imijawle pegangan para
jumhur fugaha’'.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 4 babu.
Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsuraén y
Hak konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatdém da
mengkonsumsi barang dan atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa sertadayatkan barang
dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukarkdadisi serta
jaminan yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jojangenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya kaesng dan atau
jasa yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungam dgaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen Saatarta

f.  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikaislkoen

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secaraabetan jujur serta
tidak diskriminatif

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugiadaim penggantian,
apabila barang dan atau jasa yang diterima tidakiasedengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
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i.  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peratuemimang-undangan
lainnya?’

Kewajiban konsumen adalah :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi das@dur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamdaa
keselamatan.

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pdimbebarang dan
atau jasa.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disspak

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketalindeangan
konsumen secara pafiit.

d. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiag peaseorangan
ataupun badan usaha, baik yang berbentuk badarmholaupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atdakulean kegiatan
dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, tsmkdiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakgiatke usaha dalam
berbagai bidang ekonorfi.

Telah disebutkan dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tenRexindungan
Konsumen terhadap hak dan kewajiban pelaku usalta: y@asal 6
mengenai hak pelaku usaha adalah :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dekgsepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasangya

diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dariatath konsumen
yang beriktikad tidak baik

27. Husni Syawali, Ibid., him. 5
28. Husni Syawali, Ibid., him. 5-6

29. Husni Syawali, Ibid., him. 3
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c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnyia ddlam
penyelesaian hukum sengketa.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tetbsé&cara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barangatan jasa yang
diperdagangkan.

e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan panmdndangan
lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terdapat dalaah pgaitu :

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usgaan

b. Memberikan informasi yang benar, jelas danrjupengenai kondisi
dan jaminan barang dan atau jasa serta memberielasaf
penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secarar lgem jujur serta
tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diprsiddan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar nasdind dan atau
jasa yang berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk memtauni atau
mencoba barang dan atau jasa tertentu serta mejaipénan dan atau
garansi atas barang yang dibuat dan atau yangddigangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau pentiga atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatangbdasnatau jasa
yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggardf@bila barang dan
atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidakuaseslengan
perjanjian:

e. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
Dalam UU No. 8 tahun 1999 pasal 8 tentang perligdarkonsumen
disitu dijelaskan bahwa :

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau erelagangkan
barang dan atau jasa yang diantaranya :
1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan stangkang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundati@rgan.
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau hé#o jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam lalael atiket
barang tersebut.

30. Husni Syawali, Ibid., him. 6
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3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbardmmjumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, Kkeistinr@@waatau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam labelgtetditau
keterangan barang dan atau jasa tersebut.

5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposigipses
pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertenagasiana
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dam jasa
tersebut.

b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan baramg rysak, cacat
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan inforeeasira lengkap
dan benar atas barang dimaksud.

c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sedaaadi dan pangan
yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan tanpa
memberikan informasi secara lengkap dan benar.

d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran paafa (&y dan (2)
dilarang memperdagangkan barang dan atau jasduérserta wajib
menariknya dari peredarah.

31. Husni Syawali, Ibid., him. 7-8
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